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PRAKATA 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga Penyusun sehingga Buku 
ini dapat diselesaikan. 

Memasuki Indonesia Emas di tahun 2045 sudah barang 
tentu diharapkan pertumbuhan ekonomi dan industri akan 
semakin meningkat. Dalam rangka menyongsong tahun 2045 
tersebut perlu dipersiapkan baik sumber daya alam maupun 
manusianya. Buku ini disusun berdasarkan hasil 3 (tiga) 
penelitian yaitu : 
1. Perlindungan Hukum Tentang  Hak  dan  Status 

Kewarganegaraan Pekerja  Migran Indonesia  
Bagian ini membahas Madura sebagai salah satu pulau di 
Indonesia yang memiliki banyak potensi sumber daya 
manusia (SDM), merupakan salah satu daerah terbanyak 
keberangkatan pekerja migran ke Malaysia. Target utama 
tujuan penelitian ini adalah kerjasama dengan akademisi 
Malaysia dalam pembuatan panduan kebijakan yang dapat 
dijadikan role-model kebijakan di 4 (empat) Kabupaten di 
Madura di sektor penanganan hak-hak dasar warga negara, 
karena data di Dinas Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 
setiap tahunnya ribuan tenaga kerja Madura berangkat 
untuk bekerja di Malaysia.  

2. Panduan  Nilai  Diri  Pancasila Berbasis  Adab  Madura
Bagian ini membahas tentang Nilai diri/personal values
merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang,
mengingat nilai diri adalah prinsip hidup yaitu nilai-nilai
yang dijadikan panduan seseorang dalam pengambilan
keputusan bagi hidup dan kehidupan (diri dan sekitar).
Dalam konteks ber-negara di Indonesia dengan dasar
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falsafah Pancasila, prinsip hidup setiap warga negara wajib 
mencerminkan nilai moral Pancasila, sebagaimana 
dimaksud pada sila pertama sampai kelima. Selama ini, nilai 
diri yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam kehidupan 
sehari-hari mengikuti hal-hal yang diajarkan turun temurun 
sesuai kearifan lokal. 
Saat ini dunia makin global dan hampir tak berjarak, dengan 
teknologi di berbagai bidang (terutama informasi) yang 
makin canggih, banyak hal dilakukan seseorang dapat 
diketahui publik dalam hitungan detik. Orang sangat 
bergantung pada info global yang disuguhkan oleh ’mesin 
pencari’ seperti google, daripada info-info lain secara manual 
karena dianggap lebih cepat dan akurat, termasuk 
didalamnya orang mencari petunjuk mengenai nilai 
diri/personal values dari berbagai ajaran. Hal ini sangat 
berpengaruh pada tindakan/keputusan/sikap seseorang 
bagi hidup dan kehidupannya 
Hasil penelitian ini berupa model dan naskah akademik 
rancangan peraturan daerah yang mengatur mengenai 
kewajiban masyarakat melaksanakan adab budaya lokal. 
Kebijakan daerah ini diharapkan dapat melestarikan nilai-
nilai adab budaya Madura yang dapat diangkat menjadi nilai- 
nilai diri bagian dari sila-sila Pancasila, selain itu juga 
memberikan landasan yang kokoh pembangunan karakter 
bangsa yang beradab. Dengan demikian, diharapkan adab 
budaya Madura akan terus lestari dari generasi ke generasi, 
yang sekaligus dapat mengangkat Madura sebagai 
pemantik terciptanya nilai diri Pancasila yang berbasis 
lokalitas di seluruh Indonesia. 

3. Kepatuhan Korporasi dalam Melaksanakan Reklamasi
Pasca Tambang di Indonesia
Pada bagian ini menganalisis ketentuan tentang kebijakan
kriminal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
khususnya tentang saksi bagi korporasi yang memiliki



 
 

 
v  

kewajiban reklamasi setelah melakukan kegiatan penam-
bangan.  Akan tetapi kebijakan tersebut dihilangkan setelah 
berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.  Hasil 
penelitian di lapangan baik di Madura maupun di Sama-
rinda banyak lubang bekas galian. Hal tersebut dapat 
dipahami karena kewajiban sudah tidak ada bahkan 
muncul  Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014  
dalam Lampiran IX angka 21 mengatur   bahwa lahan pasca 
tambang bisa dilakukan kegiatan penataan lahan untuk 
area permukiman, kawasan industri, pariwisata dan lainnya . 
Ketentuan itulah yang dapat memberi peluang bagi para 
pemegang IUP dan IUPK yang “nakal” dengan membiarkan 
area pasca tambang dengan dalih akan digunakan untuk 
katakanlah wisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa 
area bekas penambangan dapat menjadi obyek wisata yang 
menarik bila dikelola secara baik. Menjadi kritis apabila 
banyak ditemukan mereka tidak memiliki izin untuk 
pamanfaatan lokasi tersebut, 
Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk merumuskan 
kembali sanksi bagi pemegang izin yang tidak melaksana-
kan kewajiban reklamasinya sesudah melakukan kegiatan 
penambangan  
Memasuki Indonesia Emas di tahun 2045 sudah barang 
tentu diharapkan pertumbuhan ekonomi dan industri akan 
semakin meningkat. Kebijakan yang mendukung pening-
katan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan per-
undangan-undangan yang diikuti pula dengan penegak-
annya. Penegakan hukum harus didukung oleh SDM yang 
mumpuni dan melaksanakan tugas dan wewenangnya 
dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan bangga sebagai 
Warga Negara  Indonesia. 
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Abstrak 
Seseorang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang 

tidak memiliki kewarganegaraan di Negara manapun. Di 
Indonesia, meskipun sulit mengidentifikasi jumlah dan lokasi 
dari orang – orang yang statelessness, melalui review dibelakang 
meja dan diskusi dengan para LSM, akademisi, instansi peme-
rintah dan populasi tanpa kewarganegaraan (melalui aktivitas 
penilaian partisipatoris) dapat diketahui bahwa keadaan tanpa 
kewarganegaraan antara lain dialami oleh para pekerja migran 
Indonesia (PMI) yang kehilangan kewarga-negaraannya ber-
dasarkan UU tahun 1958 tentang ketentuan tinggal di luar negeri 
yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarga-
negaraan sebagaimana berdasarkan UU tahun 2006.  

Madura sebagai salah satu pulau di Indonesia yang memiliki 
banyak potensi sumber daya manusia (SDM), merupakan salah 
satu daerah terbanyak keberangkatan pekerja migran ke Malaysia. 
Target utama tujuan penelitian ini adalah kerjasama dengan 
akademisi Malaysia dalam pembuatan panduan kebijakan yang 
dapat dijadikan role-model kebijakan di 4 (empat) Kabu-paten 
di Madura di sektor penanganan hak-hak dasar warga negara, 
karena data di Dinas Ketenaga-kerjaan menunjukkan bahwa 
setiap tahunnya ribuan tenaga kerja Madura berangkat untuk 
bekerja di Malaysia.  

Book Chapter ini merupakan hasil penelitian Kolaborasi 
Internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan teknik analisis berdasarkan tinjauan pustaka melalui 
data primer tentang kebijakan yang ada di daerah dan data 
sekunder yang telah tersedia di berbagai literatur, buku, jurnal 
dan pencarian situs web. Penelitian ini juga menggunakan 
perspektif humanis-pluralisme, teori organisasi internasional dan 
teori kolaborasi untuk menjelaskan kerjasama bilateral yang 
akan dibangun antara Indonesia dengan Malaysia.  

Dipilihnya University Sains Islam Malaysia (USIM) ini sebagai 
mitra penelitian karena USIM memiliki program studi gover-
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mental Law, yang berfokus pada Perbandingan Undang-undang 
(Hukum), selain itu Malaysia sebagai distinasi pekerja migran 
Indonesia terbanyak dari Madura, sehingga diharapkan dapat 
memberikan masukan dan berbagi strategi baru meningkatkan 
pemahaman dan penanganan tentang stateless person baik 
yang berada di Malaysia maupun yang sedang di Madura. Hasil 
penelitian ini berupa Panduan bagi pemerintah Daerah/Desa di 
Madura untuk antisipasi masalah terkait kewarganegaraan dan 
pemenuhan Hak-Hak Dasar bagi Statelessness Person ketu-
runan Indonesia di Malaysia. 

Panduan hasil kerjasama Indonesia-Malaysia dan kebijakan 
daerah ini diharapkan dapat memberdayaan masyarakat dan 
pemerintahan desa terhadap hak-hak dasar ataupun hak-hak 
tradisional warga negara melalui kebijakan pengembangan 
tenaga kerja migran ke Malaysia dengan cara mengatur pem-
berian pemahaman/sosialisasi kepada pekerja migran dan 
membekalinya dengan informasi pentingnya dokumen kewarga-
negaraan bagi rencana kerja mereka di Malaysia. Selain itu rekan 
kerjasama di Malaysia dapat mendukung kebijakan ini dengan 
memberikan forum pada tenaga kerja migran Indonesia untuk 
berbagi info kewarganegaraan kepada peserta forum tersebut 
maupun pada event kegiatan lainnya.  

Dengan demikian, diharapkan tenaga kerja migran asal 
Madura yang jelas status kewarganegaraannya ini tidak hanya 
bekerja di Malaysia tapi juga dapat berperan sebagai duta 
bangsa Indonesia, sehingga dapat mengangkat Madura sebagai 
pemasok tenaga kerja potensial yang mampu bekerja dengan 
tenang tanpa diburu identitas kewarganegaraannya sebagai 
upaya peningkatan pemahaman sadar dokumen yang pada 
gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura 
yang bekerja di Malaysia.  
 
Kata Kunci: Pekerja Migran, Tenaga Kerja Indonesia, Kewarga-
negaraan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Kewarganegaraan merupakan status utama seseorang 
sebagai bagian dari suatu komunitas masyarakat yang memiliki 
pengaturan, hak dan kewajiban tentang tatanan hidupnya. 
Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan 
hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup 
hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga 
negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan 
kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional. 

Selain itu kewarganegaraan menunjukkan persetujuan 
seorang warga negara untuk tunduk dan menyetujui peraturan 
negara yang berlaku bagi status kewarganegaraannya atau di 
negara mana dia berada. Seringkali seseorang tidak menyadari 
keberadaannya sebagai warga negara dan pentingnya status 
kewarganegaraan sampai orang tersebut harus bepergian 
keluar negeri. Itu sebabnya banyak yang gagap saat ingin 
bekerja ke luar negeri ditanya dokumen persyaratannya.  

Dokumen utama ketika seseorang akan bepergian keluar 
negeri adalah wajib memiliki paspor. Paspor diterbitkan oleh 
negara mana itulah yang menunjukkan asal kewarganegaraan 
seseorang yang bersangkutan. Paspor sebagai dokumen utama 
juga bagi yang bekerja diluar negeri karena dengan menun-
jukkan paspor maka ada aturan khusus yang berlaku bagi 
dirinya selama berada atau bekerja di luar negeri tersebut. 

Satatus kewarganegaraan bagi seseorang (dan atau 
bersama keluarganya) yang dengan sengaja pindah ke luar 
negeri tentu bukan masalah, karena perpindahan tersebut pasti 
telah dipersiapkan/disertai dokumen lengkap untuk keberada-
annya di luar negeri. Namun, bagi seseorang (dan atau bersama 
keluarganya) yang pindah ke negara lain untuk bekerja, ini 
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banyak persoalan rumit yang dihadapi, antara lain :  
1. Kebutuhan akan pekerjaan, 
2. Pendidikan dan Ketrampilan (skill) minim, 
3. Bekerja ke luar negeri lebih menjanjikan penghasilan lebih 

tinggi (karena kurs nilai mata uangnya), 
4. Biaya keberangkatan bekerja minim bahkan seringkali hasil 

pinjaman. 
 
Empat masalah ini menjadi penyebab terkendalanya 

seseorang untuk berangkat, karena tentu para calon pekerja 
khususnya yang berasal dari pedesaan dan ingin bekerja di luar 
negeri tersebut terkendala dalam hal : 
1. Biaya awal untuk hidup di luar negeri, karena sebelum 

mendapat gaji seseorang harus membiayai dirinya sendiri 
terlebih dahulu, 

2. Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, 
3. Nilai mata uang seringkali tidak stabil, 
4. Memiliki pinjaman bank dan kadang rentenir untuk biaya 

keberangkatannya. 
Keempat masalah ini mengemuka saat dilakukan riset 

Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo di Kecamatan 
Geger Bangkalan tahun 2022. Keempat masalah ini juga yang 
menjadi penyebab banyaknya pekerja migran Indonesia yang 
ingin bekerja di luar negeri lebih memilih berangkat tanpa 
dokumen lengkap atau tanpa prosedur yang benar (non 
prosedural).  

Kendala yang terberatnya adalah  para calon pekerja migran 
Indonesia ini telah punya beban hutang sebelum berangkat ke 
luar negeri, seringkali juga berangkat tanpa mengetahui 
kejelasan jenis pekerjaan yang akan didapatnya di luar negeri, 
sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pekerja migran 
Indonesia yang berangkat ke luar negeri tanpa dokumen 
lengkap ini bekerja dibidang informal dan hanya bertugas 
membantu saja, seperti kuli bangunan, kuli perkebunan atau 
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pekerja domestik lainnya. 
PMI Non Prosedural adalah Warga Negara Indonesia yang 

bekerja ke Luar Negeri tidak melalui Prosedural Penempatan 
PMI yang benar, antara lain : memalsukan dokumen dan 
memanipulasi data Calon PMI, dokumen tidak lengkap, 
mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang 
telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang 
berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum 
baik kelompok maupun perorangan. 

Kantor Imigrasi Batam, pada tahun 2020, merilis leaflet dan 
himbauan dalam website berita kantor dengan tema : Kerja di 
luar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang 
Prosedural. Substansi rilis kantor Imigrasi Batam tersebut adalah 
ajakan kepada warga negara Indonesia  yang mengakses 
website kota Batam apabila ingin bekerja ke luar negeri 
sebaiknya menjadi tenaga kerja prosedural. Hal tersebut karena 
disadari bahwa semakin tingginya calon pekerja ke luar negeri 
yang tertarik dengan iming-iming gaji besar kerja nya ringan 
dan tidak perlu banyak urusan. Calon pekerja ini banyak 
tertangkap di seputar perairan Riau yang berhadapan langsung 
dengan batas negara Malaysia. Adapun penyebab terbujuknya 
calon pekerja untuk berangkat ke Malaysia antara lain karena : 
 Rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan di

dalam negeri, tingginya tingkat kemiskinan,
 Terbatasnya akses informasi / kurangnya pemahaman

masyarakat tentang prosedur penempatan dan pelin-
dungan PMI,

 Bujuk rayu dan janji manis memperoleh gaji tinggi dengan
proses praktis,

 Salah persepsi memaknai PMI,
 Oknum yang melibatkan keluarga.

Saat ini kebutuhan ekonomi (biaya hidup) yang dibutuhkan
manusia untuk menyambung hidup sangatlah tinggi, jumlah 
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calon pekerja di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke 
tahun. Oleh karena itu dibutuhkan lapangan pekerjaan yang 
mampu untuk memenuhi kebutuhan jumlah pekerja di 
Indonesia dan untuk menekan angka pengangguran. Salah satu 
lapangan pekerjaan yang banyak diminati oleh pekerja 
Indonesia adalah menjadi Pekerja Migran. Namun Pekerja 
Migran asal Indonesia atau disingkat PMI ini sering kali menjadi 
PMI Non Prosedural, baik dikarenakan ada nya tawaran dari 
kenalannya ataupun inisiatif pribadi. 

Para calon pekerja tersebut tertarik untuk bekerja diluar 
negeri karena tawaran menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
Non Prosedural dengan iming-iming penghasilan besar atau 
waktu kerja yang minim tapi menghasilkan. Persoalan terkait 
pengurusan perizinan dan persyaratan sesuai prosedur yang 
berlaku diabaikan dengan dalih akan bisa dikerjakan saat sudah 
sampai di lokasi tujuan kerja. Ini yang menjadi awal petaka bagi 
pekerja migran. Secara bergiliran masalah akan datang, mulai 
tiadanya perizinan yang mengakibatkan sulit mencari kerja, 
tiadanya identitas lengkap menyebabkan harus sembunyi 
ditengah perkebunan tidak bisa bersosialisasi ke masyarakat 
karena kuatir tertangkap polisi, tidak bisa mengakses kesehatan, 
sampai hilangnya hak untuk mendapat gaji dan hidup layak di 
perantauan. 

Data yang dirilis Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia (Kemenlu RI/MOFA), pada tahun 2020 menunjukkan 
bahwa ada 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia. Bank 
Indonesia dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ 
BP2MI, pada tahun 2020 juga mengungkap data bahwa di 
antara 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, hanya 1,6 
juta pekerja yang melalui jalur reguler, selebihnya dinyatakan 
pekerja migran non prosedural.  

Data ini dapat dibaca bahwa selain pekerja dengan 
prosedur dan dokumentasi yang benar ada hampir separuh (1,1 
juta) pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tanpa 
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melalui prosedur yang benar. 
Dalam website Kantor Imigrasi Batam diungkap pula resiko 

yang mungkin terjadi pada pekerja migran non prosedural, 
antara lain : 
1. PMI Non Prosedural rentan penipuan oleh penyalur dan

eksploitasi. Pada kasus-kasus sebelumnya, banyak PMI Non
Prosedural yang tidak bisa berangkat karena tiba-tiba
penyalurnya melarikan diri.

2. PMI Non Prosedural tidak terjamin keamanan dan
perlindungan hukum di negara penempatan kerja. PMI Non
Prosedural tidak mendapat perlindungan secara maksimal
dari Pemerintah serta sangat mungkin diperlakukan tidak
manusiawi mulai dari tempat penampungan hingga ke luar
negeri.

3. PMI Non Prosedural bisa saja digaji sangat rendah, bahkan
ada yang tidak dibayar karena tidak memiliki kekuatan
hukum.

4. Dibatasi hak dan kewajibannya oleh pengguna jasa tenaga
kerja / majikan.

5. Ditangkap, dipenjara dan dideportasi oleh aparat keamanan
negara setempat. Hal ini menyebabkan PMI Non Prosedural
selalu was-was, khawatir ditangkap oleh aparat keamanan
yang sedang melakukan razia.

6. Tidak ada jaminan sosial tenaga kerja/asuransi jika meng-
alami sakit, musibah, kecelakaan kerja dan kematian.

Hukum Internasional mendefinisikan bahwa keadaan
statelessness  atau tanpa kewarga-negaraan  bagi seseorang, 
adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh 
negara mana pun berdasarkan hukumnya.Keadaan tanpa 
kewarganegaraan bagi seseorang merupakan permasalahan 
yang kompleks dan berkepanjangan. Komisioner Tinggi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mem-
berikan estimasi bahwa masih terdapat 12 juta orang tanpa 
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kewarganegaraan hingga tahun 2018. Indonesia sendiri tidak 
terlepas dari permasalahan tanpa kewarganegaraan. Walaupun 
sulit untuk diidentifikasi dan tidak ada jumlah resmi, dalam 
pengajuan UNHCR  pada sesi ke-27 Universal Periodic Review 
tahun 2017 disampaikan bahwa terdapat indikasi jumlah 
populasi orang tanpa kewarganegaraan yang berpotensi besar 
di Indonesia [1]UNHCR, 2017].  

Keadaan tanpa kewarganegaraan terhadap seseorang tidak 
mengenal usia. Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan 
pada saat dewasa atau bahkan terlahir tanpa kewarganegaraan. 
Anak yang terlahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarga-
negaraan akan berpotensi menerima status tanpa kewarga-
negaraan pula, sehingga menimbulkan siklus antar generasi. 
Mengingat anak merupakan kelompok rentan, tidak dapat 
dipungkiri bahwa anak yang terlahir tanpa kewarganegaraan 
akan menanggung dampak yang lebih berat [2] (Vania 
Prameswari dan Erlangga Hendratono, 2020). Untuk mencegah 
dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan, masyarakat 
internasional telah menyepakati dua Konvensi terkait tanpa 
kewarganegaraan. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia dan berbagai instrumen internasional hak asasi manusia 
telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kewarga-
negaraan. Namun demikian, kewaraganegaraan hanya dapat 
diberikan kepada seseorang atas diskresi suatu Negara.  

Hak-hak dasar sebagai individu bernegara sangat penting 
untuk dipahami oleh setiap warga negara, khususnya setiap 
warga negara yang mencari nafkah di luar negeri. Adanya 
dokumen yang menunjukkan identitas keberadaannya saat 
bekerja akan memperjelas status sosialnya, memperjelas posisi 
kinerjanya, dan juga memperjelas perolehan pendapatannya. 
Dukungan dokumen yang menunjukkan pentingnya identitas 
kewarganegaraan ini diatur dalam Undang- undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (UU HAM). Pasal 26 UU 
HAM mengatur bahwa :  
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1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, 
atau mempertahankan status kewarganegaraannya.  

2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan 
tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang ber-
sumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib 
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pasal ini mengatur dengan tegas bahwa memiliki kewarga-

negaraan adalah hak setiap warga negara. Bahkan hak tersebut 
juga dapat diganti atau dipertahankan statusnya. Kepemilikan 
identitas sebagai warga negara ini tentu disertai hak dan 
kewajiban. Setiap warga negara berhak menikmati hak-hak 
yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya, 
namun setiap warga negara juga wajib memikul tanggung 
jawab kewajiban sebagai warga negara sesuai ketentuan yang 
berlaku. Bagi warga negara yang tidak pernah keluar negeri 
memang keberadaan identitas sebagai warga negara Indonesia 
tidak terasa penting karena secara otomatis ketika seseorang 
memiliki kartu keluarga atau kartu tanda penduduk akan 
menjadi penanda kewarganegaraannya.  

Pasal 27 UU HAM mengatur :  
(1).  Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas 

bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah 
negara Republik Indonesia.  

(2)  diatur bahwa Setiap warga negara Indonesia berhak 
meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pasal ini memberi keleluasaan bagi 
setiap warga negara untuk bergerak secara bebas ber-
pindah di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan dan mata 
pencahariannya.  
Pengaturan di ayat (2) menunjukkan bahwa kebebasan 

bergerak bagi setiap warga negara untuk keluar dan masuk 
kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini 
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menunjukkan pentingnya dokumen identitas kewarganegaraan 
karena selain ada hak dan kewajiban juga dapat memberikan 
kebebasan bergerak sesuai kebutuhan. 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga-
negaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan), dalam 
ketentuan umum Pasal 1 diatur : 
1) Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang ber-

hubungan dengan warga negara.
Dengan aturan ini jelas bahwa keberadaan individu sebagai

warga negara harus dinyatakan dalam dukungan dokumen 
yang syarat-syaratnya diatur sesuai peraturan yang berlaku dan 
hal ihwal terhadap warga negara adalah tentang hak dan 
kewajibannya. Namun, faktanya, di desa-desa banyak masya-
rakat yang tidak memiliki dokumen bukti sbg warga negara 
baik KTP maupun KK, bahkan yang berkepentingan ke luar 
negeri pun banyak yang tidak memiliki dokumen kewarga-
negaraan. Mereka memilih jalur non-dokumen yang pasti akan 
merugikan kelak bagi diri dan keluarganya. 

Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Hukum dan 
HAM, dengan bantuan komunitas sipil di Indonesia telah 
mengambil langkah–langkah penting untuk mengatasi masalah 
statelessness di Indonesia. Undang–undang Kewarganegaraan 
2006 yang baru memungkinkan akuisisi atau penerimaan 
kewarganegaraan dan penerimaaan kembali kewarganegaraan 
bagi orang–orang tanpa kewarganegaraan [3] (DJ HAM,2020). 
PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mem-
peroleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali 
Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan pedoman 
kepada masyarakat agar status statelessness tidak diteruskan ke 
anak cucu. Kenyataan lolosnya para pekerja migran dari Madura 
(khususnya) ke Malaysia melalui jalur non-dokumen ini 
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menyebabkan pentingnya strategi baru untuk menghentikan 
kesalahan-kesalahan tersebut, mencari akar masalah dan 
menyelesaikan masalahnya segera. Di sisi pemerintahan, urusan 
keamanan dan kenyamanan kerja para pekerja migran di luar 
negeri sangat penting dan harus dijamin oleh pemerintah desa 
dan daerah setempat agar dapat diperoleh ketenangan kerja 
yang pada gilirannya dapat memperoleh hasil yang maksimal. 
Undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 
mengatur tugas pokok Kepala Desa adalah menyelenggarakan : 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. 
[4](Sulistyorini, Nety Retnaningdiah. 2006) Oleh karenanya, saat 
para pekerja migran membutuhkan dukungan dokumen dan 
fasilitas-fasilitas pendukung lain, maka tugas kepala Desa 
memberi pengantar dan Kepala Daerah menyelenggarakan 
semua dokumen agar tercipta kualitas SDM dan sikap masya-
rakat yang perhatian terhadap pentingnya dokumen sebagai 
warga negara. 

Lingkup penelitian ini dibatasi bagaimana persepsi dan 
tindakan Kepala daerah dan Dinas Ketenaga-kerjaan, di mana 
obyek penelitian ini masuk dalam wilayah pemerintahannya, 
para Kepala Desa, DPRD yang ikut berperan memberikan 
masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan Tata Kelola 
Ketenaga-kerjaan khususnya bagi Pekerja Migran asal Madura 
yang mendukung program peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah dan perwakilan lembaga pendidikan (USIM) di Malaysia 
yang berperan dalam penyusunan rencana aksi kerjasama 
Indonesia-Malaysia dalam penyelesaian masalah kewarga-
negaraan pekerja migran asal Madura. 

Dengan luaran berupa model Panduan bagi pemerintah 
Daerah/Desa di Madura untuk antisipasi masalah terkait kewarga-
negaraan masyarakat keturunan Indonesia yang keluarganya 
bekerja sebagai pekerja migran khususnya di Malaysia, dan 
pemenuhan Hak-Hak Dasar bagi Statelessness Person 
keturunan Indonesia di Malaysia. Selain itu, kerjasama melalui 
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penelitian kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan 
silaturahmi dan mempererat kerjasama MoU antara UTM – 
USIM, serta bermanfaat bagi peningkatan kualitas tenaga kerja 
Madura yang bekerja di Malaysia dengan cara memberikan 
tambahan pengetahuan tentang hak-hak nya sebagai warga-
negara. Sehingga, Pemerintah daerah di Madura, sebagai 
daerah asal para pekerja migran yang memiliki modal sosial 
melalui pranata hukum dapat “mengikat” para stakeholders 
(tenaga kerja dan pihak terkait) sebagai warga-negara dapat 
terlibat dalam melaksanakan kebijakan pengembangan skill 
ketenagakerjaan di Madura, mengangkat perekonomian 
keluarga, yang pada gilirannya dapat mengangkat citra desa 
menjadi desa pekerja migran yang makmur.  

Persepsi dan sikap para stakeholders tersebut di atas perlu 
digali oleh karena masih minimnya pemahaman dan tidak 
adanya tindakan terhadap pariwisata pesisir sebagai sektor 
unggulan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana 
ditegaskan pula di tingkat nasional dalam RPJMN IV 2020-2024. 
Pada sisi yang lain, Wartiningsih & Nunuk, 2019 menemukan 
bahwa sering dijumpai unsur-unsur dalam pemerintahan Kabu-
paten ataupun pemerintahan desa sering memiliki pemikiran 
dan semangat yang tidak sejalan, hal ini dapat menjadi salah 
satu sebab sulitnya membangun komitmen bersama, misalnya, 
antara Kepala Desa dengan Ketua atau Anggota LMDH. Ini akan 
mempengaruhi implementasi kebijakan yang akan ditetapkan, 
khususnya terkait promosi wisata yang akan dibangkitkan di 
wilayah tersebut.  

Sudirman dkk, 2018, mengutip Pulhin yang menyatakan 
bahwa : ‘Dibutuhkan modal sosial yang kuat untuk dapat 
memobilisasi sumber daya masyarakat lokal. Konsep modal 
sosial yang dikemukanan oleh Putnam, mengacu pada aspek-
aspek utama dari organisasi sosial yaitu kepercayaan, norma-
norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam 
suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan-tindakan yang 
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terkoordinasi. Dalam konteks inilah norma hukum diperlukan 
guna “mengikat” para stakeholders untuk dapat mewujudkan 
program peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui obyek-
obyek wisata yang ada di pesisir dan kepulauan Madura. 

Berdasarkan uraian tentang pentingnya strategi baru untuk 
mengurangi statelessness keturunan Indonesia asal Madura 
saat bekerja di Malaysia, maka langkah-langkah pelayanan di era 
digital yang terarah harus segera dilakukan oleh pemerintah 
daerah hingga ke desa-desa. Pembuatan video, foto-foto, 
disertai detail informasi dan fasilitasnya, mulai dilaksanakan 
penyusunan kebijakannya, yang implementasinya dilaksanakan 
oleh masyarakat, termasuk para tenaga kerja Indonesia sebagai 
target utama menjadi duta bangsa baik yang akan dan telah 
bekerja di Malaysia. Realisasi hasil penelitian di lapangan baik di 
Madura, Jakarta (Kementerian dan lembaga terkait) maupun di 
Malaysia tergambar pada uraian berikutnya. 
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BAB II 
PEMBAHASAN 

Istilah Pekerja Migran Indonesia UU PMI dulu disebut 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Seseorang dikategorikan pekerja 
migran Indonesia jika bekerja pada pemberi kerja berbadan 
hukum, pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, atau 
bekerja sebagai pelaut awak kapal ataupun pelaut perikanan. 
Pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap 
tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari 
kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi 
pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan. 

Menurut UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia 
adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat 
sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan 
terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertang-
gung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 ayat 1). Sedang-
kan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan 
dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia 
(Pasal 1 ayat 2). 

Tujuan perlindungan PMI adalah menjamin pemenuhan 
dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan 
Pekerja Migran Indonesia dan menjamin pelindungan hukum, 
ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. 

Jenis-jenis PMI meliputi PMI yang bekerja pada Pemberi 
Kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja 
perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan 
pelaut perikanan. 
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Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar 
negeri harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 
(delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan 
rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan 
Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
Dokumen yang harus dimiliki Calon PMI Untuk dapat 
ditempatkan di luar negeri, Calon PMI wajib memiliki dokumen 
yang meliputi: 
a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah

menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau

izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
c. sertifikat kompetensi kerja;
d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan

kesehatan dan psikologi;
e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
f. Visa Kerja;
g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
h. Perjanjian Kerja.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota
Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlin-
dungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh 
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia 
Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 
April 2022. “Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan 
penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlin-
dungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ujar Presiden.  

Presiden menjelaskan, MoU antara kedua negara tersebut 
mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau one 
channel system sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan. 
Kepala Negara menilai penggunaan sistem ini akan mem-
berikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran 
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Indonesia (PMI).  “Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi 
banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah 
sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang 
maksimal dari dua negara kita,” tambahnya.  

Presiden Jokowi pun berharap kesepakatan yang telah 
tertuang dalam MoU tersebut dapat dijalankan dengan baik di 
lapangan. Selain itu, Presiden juga berharap ke depan akan ada 
kerja sama serupa di sejumlah sektor lainnya antara kedua 
negara. “Saya juga berharap kerja sama serupa dapat dilanjut-
kan di sektor lain, antara lain perladangan, pertanian, 
manufaktur, dan jasa,” lanjutnya.  

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga 
berdiskusi mengenai permasalahan lain seperti praktik 
penyelundupan manusia yang masih terjadi hingga saat ini. 
Kedua pemimpin negara pun sepakat untuk membahas kerja 
sama untuk menangani permasalahan tersebut.  Selain itu, 
pembahasan mengenai batas negara baik maritim dan darat 
juga menjadi topik perbincangan dalam pertemuan Presiden 
Jokowi dan PM Ismail Sabri. Presiden menuturkan, negosiasi 
secara intensif mengenai batas negara harus segera diselesai-
kan.  “Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, 
maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan,” ucap Presiden.  

Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya turut 
menegaskan bahwa MoU yang baru ditandatangi akan 
memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi 
PMI Indonesia di Malaysia.  “MoU ini akan memastikan segala 
proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI (per-
khidmat domestik Indonesia) akan dilaksanakan secara 
komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan, mengikuti dasar 
dan perundangan di kedua negara,” ujar PM Ismail Sabri. 

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan 
tersebut yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Ketenaga-
kerjaan Ida Fauziah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan 
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Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia  Hermono. 
Sedangkan PM Malaysia Ismail Sabri didampingi oleh Menteri 
Sumber Daya Manusia M. Saravanan, Menteri Komunikasi dan 
Multimedia Annuar Haji Musa, Menteri Pembangunan Pedesaan 
Mahdzir bin Khalid, Wakil Menteri Luar Negara Malaysia 
Kamarudin Jaffar, dan anggota parlemen Tajuddin bin Abdul 
Rahman.  

Bagi para pekerja di lokasi penelitian (Malaysia), data 
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia menunjukkan 
bahwa sangat jarang warga negara Indonesia di Malaysia yang 
melepas status kewarganegaraannya. Para pekerja migran 
Indonesia ini, khususnya di Malaysia banyak yang membawa 
serta keluarganya (suami/istri)  dari Indonesia atau bertemu 
sesama pekerja migran Indonesia dan menikah disana. 

Pasal 1 ayat (2 ) Undang-undang Nomor  18 Tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI) 
mengatur :  

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan peker-
jaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik 
Indonesia. 
 
Sebagaimana biasa orang yang bertempat tinggal secara 

tetap dalam waktu lama di suatu negara, sering melupakan atau 
mengabaikan status kewarganegaraannya, dalam hal ini terkait 
dokumen kewarganegaraannya. Biasanya kepala keluarga 
berangkat terlebih dahulu untuk bekerja setahun atau dua 
tahun kemudian disusul keluarganya.  

Global Compact adalah perjanjian pertama yang dinego-
siasikan antar-pemerintah, yang disiapkan di bawah naungan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mencakup semua dimensi 
migrasi internasional secara holistik dan komprehensif. Ini 
adalah dokumen tidak mengikat yang menghormati hak 
kedaulatan negara untuk menentukan siapa yang masuk dan 
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tinggal di wilayah mereka dan menunjukkan komitmen 
terhadap kerja sama internasional di bidang migrasi. Hal ini 
memberikan peluang besar untuk meningkatkan tata kelola 
migrasi, mengatasi tantangan yang terkait dengan migrasi saat 
ini, dan memperkuat kontribusi migran dan migrasi terhadap 
pembangunan berkelanjutan. Global Compact disusun dengan 
cara yang konsisten dengan target 10.7 Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030 di mana Negara-negara Anggota ber-
komitmen untuk bekerja sama secara internasional untuk 
memfasilitasi migrasi yang aman, tertib, dan teratur. 

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan 
hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup 
hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga 
negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan 
kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional. 

Pengertian Warga Negara 
Warga negara adalah status hukum yang menunjukkan 

hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara sederhana, 
warga negara adalah penduduk negara atau bangsa yang 
memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara 
tersebut. Status warganegara dapat didasarkan pada keturunan, 
tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang 
berlaku di negara tersebut. Dalam UUD 1945 dan undang-
undang di Indonesia, warga negara adalah orang Indonesia asli 
dan orang bangsa lain yang diakui oleh undang-undang sebagai 
warga negara Indonesia. 

Asas Kewarganegaraan 
1. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran
- Asas Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis menentukan  berdasarkan orang tua,
tanpa memperhatikan tempat kelahiran. Ini berlaku di negara-
negara yang tidak terbatas oleh lautan, seperti negara-negara di 

https://fahum.umsu.ac.id/bela-negara-sikap-dan-peran-warga-negara-dalam-membela-tanah-air/
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Eropa Kontinental dan China. Asas ini memiliki beberapa 
keuntungan, termasuk mengurangi jumlah warga negara 
keturunan asing, mempertahankan hubungan antara negara 
dan penduduk negaranya, dan meningkatkan semangat 
nasionalisme. 

- Asas Ius Soli
Asas ius soli berlaku jika seseorang mendapatkan kewarga-

negaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Ini banyak diterap-
kan di negara-negara imigran seperti Amerika, Australia, dan 
Kanada. Namun, tidak semua tempat kelahiran menentukan 
kenegaraan. Misalnya, di Indonesia, seseorang yang lahir di 
wilayah hukum Indonesia menjadi penduduk negara Indonesia. 

2. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan
- Asas Kesatuan Hukum

Asas ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki
kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti status 
suami setelah perkawinan dan selama perkawinan berlangsung. 
Asas ini dianut oleh beberapa negara seperti Belanda, Perancis, 
dan lainnya. 

- Asas Persamaan Derajat
Asas ini menyatakan bahwa status kewarganegaraan suami

atau istri tidak berubah setelah perkawinan, sehingga mereka 
tetap memiliki asal masing-masing. Beberapa negara yang 
menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan 
lainnya. 

3. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi
- Asas Kesatuan Hukum

Asas ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki
kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti 
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status  suami setelah perkawinan dan selama perkawinan 
berlangsung. Asas ini dianut oleh beberapa negara seperti 
Belanda, Perancis, dan lainnya. 

 
- Asas Persamaan Derajat 

Asas ini menyatakan bahwa status suami atau istri tidak 
berubah setelah perkawinan, sehingga mereka tetap memiliki 
kewarganegaraan asal masing-masing. Beberapa negara yang 
menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan 
lainnya. 
 
Cara Memperoleh Kewarganegaraan 

Di Indonesia, ada beberapa cara untuk memperoleh 
kewarganegaraan: 
1. Karena Kelahiran 

Seseorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia 
jika dilahirkan di wilayah Indonesia. 

2. Karena Pewarganegaraan 
Pewarganegaraan adalah proses pemberian  oleh negara 
Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat. 

3. Karena Dikabulkannya Permohonan 
Seseorang dapat memperoleh status rakyat Indonesia 
setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat 
yang ditentukan. 

4. Karena Perkawinan 
Jika seseorang menikah dengan warga negara Indonesia, 
maka pasangan tersebut berhak memperoleh status 
kenegaraan Indonesia. 

5. Karena Turut Ayah dan atau Ibu 
Anak yang masih di bawah umur dapat menjadi warga 
negara Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya 
adalah warga negara Indonesia. 
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6. Karena Pernyataan 
Seseorang yang memiliki hak untuk menjadi warga negara 
Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara sukarela. 
 

Berikut ini langkah menjadi PMI yang Prosedural : 
1. Carilah informasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (P3MI) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / 
Kota, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Loka Pelayanan Penem-
patan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), 
Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (P4TKI) dan di website: https://jobsinfo.bp2mi. 
go.id/ (Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri / Pendaf-
taran Pencaker Online) 

2. Ikuti penyuluhan oleh petugas P3MI bersama Disnaker 
Kabupaten / Kota, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI. 

3. Mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota. 
4. Ikut proses seleksi yang dilakukan oleh P3MI dan Disnaker 

Kabupaten / Kota. 
5. Menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI 

yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten / Kota. 
6. Pastikan berdokumen lengkap. 
7. Pahami isi sebelum menandatangani perjanjian kerja yang 

telah mendapat persetujuan dari Kedutaan Besar Republik 
Indonesia (KBRI) / Konsulat Jenderal Republik Indonesia 
(KJRI) dan khusus Taiwan dari Kantor Dagang dan Ekonomi 
Indonesia (KDEI). 

8. Wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) 
dari BP3TKI, LP3TKI, P4TKI. 

9. Terdaftar di dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar 
Negeri (SISKOKTKLN). SISKOKTKLN adalah Sistem pen-
dataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan 
berangkat keluar negeri. (http://siskotkln.bnp2tki.go.id/) 

http://siskotkln.bnp2tki.go.id/
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10. Setelah tiba di Negara Penempatan, Melapor ke Perwakilan
RI di Negara Penempatan.

11. Setelah Kontrak Kerja berakhir, kembali ke tanah air dan
Khusus bagi PMI bermasalah, melapor ke Petugas BP3TKI,
LP3TKI, P4TKI di Bandara / Pelabuhan.
Untuk Informasi dan Konsultasi dapat menghubungi BP2MI

(Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) melalui Call 
Center BP2MI di Nomor 0 800 1000 (24 Jam Bebas Pulsa) dari 
dalam negeri atau +62 21 29244800 dari luar negeri. Surat 
menyurat, BP2MI : Jl. M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran - Jakarta 
Selatan 12770. Website : https://bp2mi.go.id/ 

Demi melindungi Warga Negara Indonesia sejak dini, 
Imigrasi menerapkan protokol ketat bagi WNI yang akan 
berpergian ke luar negeri. Bagi WNI yang akan mengajukan 
paspor untuk tujuan bekerja, wajib melampirkan surat 
rekomendasi dari disnaker. Ketentuan ini sudah di atur dalam 
surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-GR.01.01-1029 
Tahun 2017 tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI 
Nonprosedural. Persyaratan ini adalah langkah pemerintah 
untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural 
yang dikhawatirkan akan melanggar hukum ketenagakerjaan di 
negara tujuan. Perlu diingat, pelanggaran hukum seorang 
warga negara asing akan berkonsekuensi pada deportasi. 

Banyak himbauan STOP bekerja secara Non-Prosedural !! 
Bekerja secara ilegal di luar negeri beresiko tinggi terhadap 
pelanggaran hukum yang dapat berujung pada hukuman 
penjara, deportasi dan blacklist. Semoga informasi ini ber-
manfaat bagi Sobat Imigrasi Batam yah, apabila Sobat Imigrasi 
Batam membutuhkan informasi terkait layanan Paspor silahkan 
hubungi nomor hotline Pelayanan Paspor Kantor Imigrasi 
Batam. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, 
mencuci tangan dan menjaga jarak demi kesehatan kita 
bersama dan orang sekitar. Maskermu melindungiku, maskerku 
melindungimu..." 

https://bp2mi.go.id/
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Global website Komisioner Tinggi PBB untuk Peng-
ungsi atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB atau 
United Nations High Commissioner for Refugees; [5] UNHCR 
telah mengembangkan kerjasama dengan berbagai kementrian 
dan instansi pemerintah yang relevan, dengan Lembaga 
Swadaya Masyarakat/ Non Government Organization (NGO), 
beberapa badan PBB lainnya (UNFPA, UNICEF) dan komunitas 
sipil, untuk melakukan pertemuan dan diskusi individual untuk 
menentukan langkah – langkah yang perlu diambil untuk 
mengidentifikasi, mengurangi dan mencegah keadaan tanpa 
kewarganegaraan, serta untuk memastikan perlindungan bagi 
orang – orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. 

UNHCR adalah suatu Komisi bentukan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), bertujuan untuk melindungi dan mem-
berikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan 
sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi 
para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat 
menetap mereka ke tempat yang baru. Sebagai lembaga bagian 
dari United Nation,  UNHCR berharap agar upaya yang telah 
dilakukan pemerintah untuk mengurangi statelessness di 
Indonesia, dapat memfasilitasi peratifikasian Konvensi 1961 
tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan dalam 
waktu yang tidak terlalu lama lagi. 

Selanjutnya, UNHCR merilis kelompok rentan menjadi 
orang tanpa kewarganegaraan adalah : 
1. Etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen untuk

membuktikan kewarganegaraan Indonesia, karena status
kewarganegaraannya tercatat secara salah dalam dokumen
registrasi sipil mereka dan mereka yang tidak dikenal
sebagai warga negara Cina maupun Indonesia.

2. Etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen untuk
membuktikan kewarganegaraan mereka atau status
kewarganegaraan mereka tercatat secara salah dalam
dokumen registrasi sipil mereka.
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3. Pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarga-
negaraannya berdasarkan Undang – undang tahun 1958 
tentang ketentuan tinggal di luar negeri yang diperpanjang 
dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan berdasar-
kan Undang – undang tahun 2006. 

4. Sejumlah kecil orang Indonesia yang diasingkan keluar 
Indonesia karena pada saat ia terkait konflik politik di tahun 
1965 dan menjadi tanpa kewarganegaraan. 

5. Orang lainnya yang menjadi stateless karena tergolong 
sebagai migrant tanpa dokumen dari Cina, yang telah lama 
tinggal di Indonesia. Kelompok ini bermigrasi ke Indonesia 
tapi tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia karena 
mereka tidak lahir di Indonesia. 
Semua hal terkait statelessness tersebut khusus yang terjadi 

di Indonesia, dampak pengaturan tentang kewarganegaraan 
dan praktek perolehan dokumen pun menjadi kendala 
mengapa masih saja terjadi statelessness. Statelessness atau 
tanpa kewarganegaraan, adalah seseorang yang tidak diakui 
sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan 
hukumnya.Keadaan tanpa kewarganegaraan bagi seseorang 
merupakan permasalahan yang kompleks dan berkepanjangan 
dapat menurun ke anak cucu, sehingga dapat menimbulkan 
kesulitan dan kerugian turun-temurun karena tidak jelas 
kedudukan dan hak nya sebagai warga negara mana 

 
Hasil Penelitian dan FGD Dosen  

Peneliti telah menyelesaikan tahap :  
 Analisis data  
 Telah mengikuti pertemuan ilmiah internasional ICSS dan 

terbit jurnal Technium 
 Penyusunan artikel ke jurnal scopus dan submit   
 Penyusunan artikel dan submit ke jurnal Sinta 2 
 Penerbitan bahan ajar terkait penelitian/book chapter 
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2.1.  Hasil Penelitian Tim Peneliti Indonesia : 
1) Data, wawancara di Kementerian Luar Negeri RI, DPR,

Komisi Nasional HAM, BP2MI (Badan Pelindungan PMI).
Data dan hasil wawancara dengan lembaga pemerintahan/

publik seperti Kementerian Luar Negeri, DPR, Komisi Nasional 
HAM maupun di BP2MI, menunjukkan hasil bahwa tidak ada 
catatan/data tentang keberadaan masyarakat (dalam hal ini 
PMI) yang tanpa kewarga-negaraan.  

Informasi dari Kementerian Luar Negeri : kalaupun ada 
kelompok tanpa kewarga-negaraan atau tanpa identitas apapun 
itu terjadi pada kelompok orang yang terdiri puluhan kepala 
keluarga yang masuk perairan Indonesia di sekitar Kalimantan 
Timur yang ternyata adalah para nomaden yang berasal dari 
keturunan Filipina yang mengembara berpindah-pindah dan 
hidup diatas perahu. Orang-orang tanpa kewarga-negaraan ini 
(bersama Malaysia) diberi bantuan kedua negara untuk 
diselesaikan oleh UNHCR dan diminta meninggalkan Indonesia 
dan diberi penempatan negara baru oleh UNHCR. 

Di DPR RI : tidak ditemukan data pembahasan tentang 
orang tanpa kewarganegaraan yang berasal dari PMI maupun 
keluarganya.  

Komisi Nasional HAM RI (Komnas HAM) : Penanganan 
masalah PMI terkait HAM diakukan sesuai Tugas Pokok dan 
Fungsi Komnas HAM, pernah ada pembahasan tim terpadu 
bersama Kementerian Luar Negeri RI, BP2 MI, dll.  tentang 
permasalahan PMI (biasanya masalah gaji tidak dibayar majikan, 
tertangkap polisi setempat karena tidak memiliki identitas jelas), 
namun tidak dibahas materi terkait status orang tanpa 
kewarganegaraan yang berasal dari PMI maupun keluarganya.  

BP2MI : Telah ada forum yang khusus menangani masalah 
PMI terdiri 7 lembaga pemerintahan, namun karena persoalan 
terkait ego-sektoral masing-masing lembaga, menjadikan 
kondisi kinerja tim gabungan tersebut kurang maksimal. 
Masalah pendampingan para PMI ini tidak harus menjadi kinerja 
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bersama dan penyelesaian masalah akhirnya kembali ke Tugas 
Pokok dan Fungsi masing-masing lembaga. 

 
2) Data, wawancara dan diskusi di Kedutaan Besar RI (KBRI) 

Kuala Lumpur 
Masalah terkait PMI di Malaysia selalu saja ada karena dari 

data PMI yang berangkat ke Malaysia untuk kerja ternyata 
hampir separuhnya berangkat tanpa prosedur yang semestinya 
(non prosedur). PMI non prosedur ini rentan menjadi korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO merupakan 
kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. TPPO 
dinilai sebagai bentuk perbudakan modern dan ini berten-
tangan dengan martabat kemanusiaan. Masalah TPPO ini, di 
Indonesia, diatur dalam UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Malaysia pun ada 
pengaturan tentang pekerja migran, namun ada masalah ketika 
aturan dari masing-masing negara tersebut berbeda, 
permasalahan muncul di implementasinya, sebagai contoh di 
segi parameter TPPO. Implementasi Undang-undang TPPO  
menjadi sulit untuk mengukur apakah gaji PMI selama bekerja 6 
(enam)bulan tidak dibayar oleh majikan yang orang Malaysia, ini 
TPPO atau bukan? untuk masalah ini berlaku aturan yang mana, 
aturan Indonesia atau Malaysia?  

Di Indonesia jika ini terjadi maka masuk dalam kategori 
TPPO. Di Malaysia aturannya menyatakan: jika seorang majikan 
mempekerjakan PMI ilegal bisa dihukum, namun jika si majikan 
melaporkan PMI ilegal tsb ke imigrasi, maka si majikan akan 
lepas dari tuntutan. Implementasi pengaturan ini jelas 
merugikan PMI, untuk menghindari membayar gaji pada PMI, 
banyak majikan menyiasati dengan cara melapor bahwa ada 
PMI ilegal non prosedural yang melamar kerja pada si majikan.  

Jadi untuk perkara yang sama diatur secara berbeda oleh 
Indonesia dan oleh Malaysia. Hal ini yang menyebabkan jika ada 
masalah dengan PMI sulit di implementasi pengaturannya.                     
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Pada April 2022, ada Perjanjian bersama Indonesia-Malaysia, 
namun kesepakatan dalam perjanjian tsb hanya membahas 
tentang Penempatan PMI sebagai Pekerja Domestik di Malaysia, 
sehingga untuk masalah terkait TPPO sama seperti semula, 
tetap tidak mudah penyelesaiannya.  

Di Indonesia, dalam upaya memberantas praktik per-
dagangan orang Polri terus bergerak dan dalam kurun 4 bulan 
setelah dibentuk Satgas TPPO, ribuan korban diselamatkan. 
Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.778 orang. 
DI tahun berikutnya Kepolisian RI telah menerima 861 laporan 
polisi terkait praktik perdagangan orang. Dari laporan itu, 
sebanyak 1037 tersangka telah ditangkap. Ini menunjukkan 
besarnya angka lalu lintas perdagangan orang antara Indonesia-
Malaysia. Di MaLaysia ada dibentuk Majelis Anti Perdagangan 
Orang (MAPO), namun Majelis ini juga tidak berfungsi banyak. 

Untuk itu, sangat penting agar pelaksanaan perjanjian 
antara pemerintah Indonesia – Malaysia tentang Perlindungan 
Pekerja Domestik, dapat berlaku untuk :  
1. Saat ada masalah masing-masing negara tidak lagi meng-

gunakan aturan internalnya tapi gunakan aturan yang telah
diperjanjikan.

2. Pendekatan ke masyarakat agar ada laporan periodik,
bukan hanya saat ada masalah.
Dalam wawancara juga diungkapkan bahwa dari data yang

masuk KBRI Kuala Lumpur terdapat adanya permasalahan yang 
bersifat mix (bermacam-macam) dalam Migration Law Indonesia – 
Malaysia. Hal ini bisa jadi disebabkan :  
 Indonesia-Malaysia adalah negara tetangga yang ber-

sebelahan batas, apalagi Indonesia negara kepulauan,
sehingga banyak pantai yang berhadapan/dapat dituju
secara langsung ke Malaysia tanpa melalui tempat imigrasi
resmi sehingga ketika ada pelanggaran migrasi (tanpa
dokumen) akan sulit terdeteksi.
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 Sering terjadinya perpindahan tempat kerja, kota yang 
ditinggali berpindah-pindah sehingga hilang jalur 
dokumentasi keberadaannya, 

 Para PMI berada di Malaysia banyak yang sudah 2 – 3 
generasi sampai beranak-cucu di sana. 
Tentu selama keberadaan para PMI dan keluarganya di 

Malaysia butuh akses papan (tempat tinggal), kesehatan, 
pendidikan yang semuanya butuh dokumen keberadaannya di 
Malaysia (sebagai warga lokal) atau bukan. Hal ini yang 
kemudian memicu munculnya 2 (dua) kemungkinan :  
 Bagi PMI prosedural : kelengkapan dokumen yang dimiliki 

bisa digunakan untuk mengakses semua kebutuhan di 
Malaysia sehingga tidak ada masalah dengan dokumen 
kewarga-negaraan. Jika pun terjadi ganti kewarga-negaraan 
tentu karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa paksaan. 

 Bagi PMI non prosedural : tidak memiliki dokumen, ada 2 
kemungkinan : jika PMI tidak memalsukan dan mengurus 
identitas/data diri saat berada di Malaysia, maka dia hanya 
bisa hidup secara sembunyi-sembunyi dan bisa kehilangan 
hak-hak hidup layak karena tidak berhak atas layanan 
kesehatan, layanan pendidikan untuk keluarganya. Bahkan, 
PMI yang sudah lama beranak cucu di Malaysia dan tidak 
memperbaharui data diri di Indonesia, banyak yang sampai 
hilang kewarga-negaraannya.  
Namun ada juga PMI yang mengurus dan memalsukan 

identitas/data dirinya untuk mengakses kesehatan (misal, saat 
istrinya melahirkan) sekolah putra-putrinya sehingga PMI dan 
keluarganya tersebut memiliki identitas baru sebagai warga 
Malaysia. Disinilah terbanyak kemungkinan para PMI dan 
keluarganya banyak yang berstatus kewarga-negaraan ganda. 
Warga negara Indonesia (masih ada KTP nya) dan juga sebagai 
warga negara Malaysia. 

Fenomena ini diketahui pihak KBRI dari informasi para PMI 
yang masih kontak ke KBRI, namun untuk diberi bantuan secara 
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nyata juga sangat sulit karena seringkali PMI yang bersangkutan 
sama sekali tidak ada identitas (termasuk KTP Indonesia nya 
yang tidak jelas keberadaannya) 

 
3) Hasil Diskusi dengan  Mitra di USIM Malaysia 

Informasi hasil wawancara dan diskusi mitra penelitian di 
Malaysia menunjukkan bahwa Konstitusi Federal Malaysia 
menggambarkan struktur hukum kewarganegaraan, dengan 
memberikan penekanan kuat pada inklusivitas dan pengakuan 
terhadap keberagaman. Keadaan tanpa kewarganegaraan 
merupakan permasalahan di Malaysia yang memerlukan solusi 
jangka panjang.  

Keluarga pekerja migran Indonesia termasuk di antara 
orang-orang yang terpapar risiko keadaan tanpa kewarga-
negaraan karena beberapa faktor. Oleh karena itu, kerja sama 
antara pemerintah Malaysia dan Indonesia dalam memitigasi 
masalah ini sangat penting agar keluarga pekerja migran 
Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat 
memperoleh kewarganegaraan Indonesia. (Uraian selanjutnya 
dalam Hasil Penelitian Tim Malaysia) 

 
4) Data, wawancara, FGD dengan PMI Madura di Ampang, 

Kuala Lumpur 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan 

kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. TPPO 
dinilai sebagai bentuk perbudakan modern dan ini 
bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Dalam FGD 
terungkap bahwa banyak dari PMI yang berangkat ke Malaysia 
non prosedural karena tertipu dengan janji oleh pengerah 
tenaga kerja bahwa dokumen bisa diurus sambil bekerja.  

Di sisi lain, para calon PMI di desa-desa di Indonesia, karena 
iming-iming gaji besar yang disebabkan perbedaan kurs tsb, 
banyak yang memiliki pemikiran bahwa: 
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 Para calon PMI ini mau membayar asal mereka bisa 
berangkat ke Malaysia 

 Ada yang sengaja mengorbankan diri, berangkat ke 
Malaysia tanpa dokumen karena bayarannya lebih tinggi. 
Bayaran nya lebih tinggi karena sang majikan tidak perlu 
membayar asuransi atau keperluan lain untuk keberadaan 
PMI tsb. di Malaysia. Di sisi PMI lebih suka non prosedural 
karena bisa bergaji tinggi model borongan dan tidak perlu 
ikut sistem kerja. 
Model ini yang beresiko tinggi, si calon PMI non prosedural 

bisa dilaporkan ke imigrasi atau dijual lagi ke majikan yang lain 
dan tidak mendapat gaji sepeserpun. 

Dalam diskusi dengan para PMI tsb, terungkap pula bahwa 
sebenarnya ada program ’PEMUTIHAN’ untuk para PMI non 
prosedural, namun program ’pemutihan’ ini ditolak, karena 
mengejar target bayaran tinggi tsb, meski dengan resiko tinggi. 

 
2.2.  Hasil Penelitian Tim Peneliti Malaysia  
An Overview of the Plight of Stateless Indonesian Migrant 
Workers and their Families  in Malaysia 
1. Introduction 

Statelessness is a complex global issue that arises from a 
variety of factors, including cross-border migration patterns, 
discriminatory nationality laws, and violent conflicts. In the 
Malaysian context, statelessness is a difficult issue in a 
sociocultural and economic environment with a wide variety of 
communities.  

Under Article 1 of the Convention relating to the Status of 
Stateless Persons, stateless person is defined as “a person who is 
not considered as a national by any State under the operation of 
its law”. The report provided by Development of Human 
Resources for Rural Areas (DHRRA Malaysia) (2022) highlights 
that the categories of statelessness in Malaysia include persons 
who arrived or born before independence or Malaysia Day, 
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people made stateless by nationality law's gender-unequal 
provisions, abandoned children and foundlings, stateless 
adopted children, mobile and semi nomadic sama Bajau, 
persons who are at high risk of becoming stateless which 
include the indigenous people and multigenerational migrants 
and refugees. In addition, according to Rodziana Mohamed 
Razali (18 November 2023), there are two broad typologies of 
statelessness persons, that is, first, is situ statelessness in a non-
migratory context which involves stateless people in a non-
migratory context who find themselves stateless in their own 
country of birth and second, stateless persons with a migratory 
context, which involves individuals having a history of migration, 
such as refugees or migrants without ties to their current 
country of residence, are not automatically eligible to become 
citizens of Malaysia.  

This article provides an overview on the challenges faced by 
migrant workers of Indonesian descent and their families in 
Malaysia. 

2. Methodology
The research methodology employed in this study includes

content analysis is conducted on primary and secondary data. 
Personal interviews are conducted with an expert, that is, Dr. 

Rodziana Mohamed Razali, Senior Lecturer, Faculty of Syariah 
and Law, Universiti Sains Islam Malaysia and a representative 
from non-governmental organizations (NGOs) working on 
migration and statelessness issues, that is Puan Maalini Ramalo, 
Executive Director, Development of Human Resources for Rural 
Areas (DHRRA) Malaysia. The interviews were guided by a set of 
predetermined questions. 

The research methodology employed for this study 
integrates content analysis and expert interviews to explore the 
issue of statelessness among migrant workers of Indonesian 
descent and their families in Malaysia. 
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3. The Federal Constitution and Citizenship Related
Provisions in Malaysia
According to Article 4 (1) of the Federal Constitution of

Malaysia, the Federal Constitution is the supreme law of the 
Federation. The Federal Constitution establishes the governance’ 
framework, separation of powers among the main organs of 
government, and fundamental liberties. One of its most 
important parts are the citizenship provisions, which are 
essential in determining an individual's identity and legal 
standing in the nation. 

The Federal Constitution specifies the requirements for 
acquiring and terminating Malaysian citizenship. The main 
grounds for citizenship are jus sanguinis (descent from 
Malaysian citizens) and jus soli (birth on Malaysian land). As 
stated in Part III of the Federal Constitution, it acknowledges 
several types of citizenship, including as citizenship by birth, 
registration, and naturalisation. Additionally, the federal 
government is authorised under the constitution to regulate 
matters related to citizenship. 

Relevant constitutional provisions are as follows: 
a. Article 14: Outlines the criteria for citizenship by operation of

law, including birth within the Federation.
b. Article 15: relates to citizenship by registration for wives and

children of citizens.
c. Article 15A: Pertains to the conferral of citizenship by the

Federal Government upon citizens of the Federation by
registration.

d. Citizenship by registration is governed under Article 16 and
16A of the Federal Constitution.

e. Article 19: relates to citizenship by naturalization.
f. Another type of citizenship is citizenship by incorporation of

territory which is governed under Article 22 of the Federal
Constitution.
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g. Citizenship may be terminated either through renunciation 
or deprivation of citizenship (Articles 23 and 24 of the 
Federal Constitution). 
There are currently some proposed amendments to Part III 

of the Federal Constitution regarding citizenship matters 
prepared by the Federal Government which include amend-
ment to address citizenship issues of children born to Malaysian 
mothers abroad (N. Trisha, 12 July 2023). 

 
4. Overview of the Statelessness Issue in Malaysia 

In Malaysia, the problem of statelessness endures despite 
inclusive citizenship legislation, impacting specific marginalised 
communities. The basic rights of stateless persons in Malaysia 
depend on basically on the documentation level of a particular 
stateless person (Maalini Ramalo, personal interview, 3 
November 2023). It is also importantly highlighted that the 
undocumented person cannot be identified as stateless yet 
because of the absence of a proof of documentation from a 
country or any entities to prove that they are actually stateless 
(Maalini Ramalo, personal interview, 3 November 2023). 
Implications of statelessness include the limited access to 
education, economic instability and limited access to healthcare 
(Maalini Ramalo, 18 November 2023). Furthermore, travel, job 
opportunities, education, and other facets of daily life are all 
significantly impacted by citizenship. Being stateless can 
seriously hinder a foundling's chances for the future. The child's 
chances and capacity to engage in society may be restricted by 
their lack of citizenship. Addressing the statelessness issue is 
crucial to ensuring that every child has the chance to realise 
their full potential (Chen, V. J., 2003). 

 The official treatment of the statelessness matter has 
achieved a new milestone early 2017, despite Malaysia’s 
reservation to the right to a nationality under Article 7(1) of the 
1989 Convention on the Rights of the Child (CRC) and its non-
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ratification of the 1966 International Convention on Civil and 
Political Rights (ICCPR)—which contains the similar right under 
Article 24(2), the government officially recognised statelessness 
as a national policy agenda in April 2017 with the unveiling of the 
Malaysian Indian Blueprint, which focuses on Indian people of 
Tamil descent in West Malaysia (Razali, R. M., 2017). 

 
5. Stateless involving Indonesian Migrants and / or their 

families 
Among factors that cause Indonesian migrant workers’ 

families to become stateless include first, if they get married in 
Malaysia, they cannot register marriage since they have work 
permit. The children born from that marriage is exposed to the 
risk of being stateless due to lack of documentary evidence to 
register birth. In other words, reasons related to birth registration 
increase risk of statelessness (Tamara Joan Duraisingam, 18 
November 2023). The second factor is when the Indonesian 
migrant workers abandon the family and the marriage is not 
registered, the children are also subjected to statelessness 
(Maalini Ramalo, personal interview, 3 November 2023). The 
Indonesian migrant workers themselves might not be stateless 
unless the work permit has expired, and they will become 
irregular migrant in Malaysia or undocumented migrant.  

The third factor is caused before the reform made to the 
Indonesian law which has contributed to statelessness. Besides, 
another factor is when an Indonesian who comes to Malaysia 
also does not has any citizenship verification document in 
Indonesia and the unregistered marriage and children born 
from the marriage are exposed to the risk of being stateless 
(Rodziana Mohamed Razali, personal interview, 3 November 
2023). Last but not least is the securitised atmosphere, that is the 
community avoids interacting with public officials and 
authorities, including seeking medical attention and registering 
the birth of their children, because their   dread of being 
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apprehended (Tamara Joan Duraisingam, 18 November 2023). 
The Law of the Republic of Indonesia Number 12, Year 2006 

on Citizenship of the Republic of Indonesia was enacted in order 
to deal with the statelessness problem. There are provisions in 
this statute for obtaining and regaining citizenship. Additionally, 
it eliminated the earlier gender bias, enabling mothers to confer 
nationality on their children. (Law of the Republic of Indonesia 
Number 12, Year 2006). 

In regard to the issue of obtaining Indonesian citizenship by 
migrant workers of Indonesian descent and/or their families 
from the Indonesian Government, it is pointed out that the 
Indonesian government, in particular the Indonesian embassy 
has been very helpful and efficient (Maalini Ramalo, personal 
interview, 3 November 2023) in registering the birth of an 
Indonesian child. There may be issue when the Indonesian does 
not register the birth of the child at the National Registration 
Department of Malaysia prior to registering at the embassy. 

The Memorandum of Understanding (MoU) between the 
Human Rights Commission of Malaysia (Suhakam) and its 
counterparts in Indonesia and the Philippines to resolve the 
statelessness issue in Sabah in the long term reflects among 
others the cooperation between Malaysia and Indonesia in 
dealing with the issue of migrant workers of Indonesian descent 
and/or their families who have stateless status (Maalini Ramalo, 
personal interview, 3 November 2023 & Kristy Inus, 7 September 
2023). 

6. Conclusion
To sum up, the Federal Constitution of Malaysia delineates

the legal structure for citizenship, placing a strong emphasis on 
inclusivity and acknowledgement of diversity. Statelessness is an 
issue in Malaysia which demand long term solution. Indonesian 
migrant workers’ families are among persons who are exposed 
to the risk of statelessness due to several factors. Hence, 
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cooperation between the Malaysian and Indonesian government 
in mitigating this issue is crucial so that, the families of an 
Indonesian migrant workers who become stateless can obtain 
their Indonesian nationality. 

2.3.  Hasil Penelitian Mahasiswa di Madura 
Adapun hasil penelitian yang sudah dilaporkan adalah 

sebagai berikut: 

Hasil  Wawancara Desa di  4 (Empat) Kabupaten 
Pertanyaan : Apakah di Desa terdap pekerja migra Indonesia 
atau keluarganya yang tidak memiliki kewarga-negaraan dan 
pernah mengatasi terkait warganya yang tidak memiliki 
kewarganegaraan? 

Jawaban:  
Desa Batu Putih Daya Sumenep 

Di Desa Batu Putih Daya terdapat 2 warganya yang tidak 
memiliki kewarganegaraan namun hal tersebut sudah di 
daftarkan bahkan keturunannya  atau anaknya sudah beralamat 
di Batu Putih Daya 

Desa Blumbungan Pamekasan 
Ada, dan pernah mengatasi mereka bekerja menjadi 

pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang sudah lama 
menetap  di Negara tersebut dan tidak terdafta sebagai warga 
desa Blumbungan, jadi mereka harus  kembali ke desa 
Blumbungan untuk mengurus kewarganegaraannya ke dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil 

Desa Pangilen Sampang 
Di desa ini tidak terbadapat warganya yang tidak memiliki 

kewarganegaraan rata rata mereka pekerja migran indonesia 
memilikinya, namun untuk yang berangat secara ilegal ada, 
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jumlah warga pangilen yang berangkat secara ilegal kurang 
lebih 15 – 20 orang 
 
Desa Jeddih Bangkalan 

Rata-rata di desa Jeddih memiliki kewarganegaraan, namun 
terkait pekerja migran Indonesia warga Jeddih ke Malasyia ada 
yang ilegal dengan jumlah tidak bisa di pastikan karena mereka 
berangkat secara diam- diam tanpa pengetahuan desa 
Pertanyaan : Berapa jumlah warga Desa tersebut yang tidak 
memilii kewarganegaraan? 
 
Jawaban:  
Desa Batu Putih Daya Sumenep : Ada 2 namun itu sudah di urus 
Desa Blumbungan Pamekasan : Baru 2 orang  
Desa Pangilen Sampang : Tidak ada 
Desa Jeddih Bangkalan : Tidak ada, semua masyarakat Jaddih 
memiliki kewarganegaraan.  

 
Pertanyaan : Faktor apa yang menjadi penyebab pekerja 
migran Indonesia ini tidak mmiliki kewarganegaraan? 
 
Jawaban:  
Desa Batu Putih Daya Sumenep 

Mereka berangkat secara ilegal karena merasa ada jaminan 
dari pihak sana sehingga mereka tidak memiliki dokumen yang 
lengkap mereka merasa aman, dan mendapatkan uang lebih 
banyak dari pada yang menggunakan dokumen, ketika mereka 
memiliki anak yang lahir di Negara tersebut secara tidak 
langsung anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan 
karena orang tuanya yang masih berada di Negara tesebut 
untuk pulang pun mereka susah  karena mereka tidak memiliki 
dokumen, termasuk paspor yang masanya udah tidak ada. 
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Desa Blumbungan Pamekasan 
Biasanya yang menyebabkan mereka tidak memiliki 

kewarganegaraan yaitu mereka berangkat sudah puluhan 
tahun dan tidak pernah balik di Indonesia sehinggan ketika 
pendataan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
mereka tidak terdata, jadi merekat tidak memiliki data di sini, 
tidak memiliki NIK, sehinga ketika mereka ingin mengurus  atau 
memperpanjang paspor meraka harus pulang ke Indonesia 
untuk daftar ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
sehingga mereka di akui sebagai warga desa Blumbungan  

Desa Pangilen Sampang 
Yang pertama mereka sudah lama bekerja di Negara 

tersebut sehingga untuk mengurusnya mereka kesulitan untuk 
kembali ke Indonesia, karena mereka yang tidak memiliki 
kewarganegaraan sama halnya dengan mereka berangkat 
secara ilegal, jika mereka yang memiliki dokumen pastinya 
mereka memiliki kewarganegaraan, faktor yang ke 2 yaitu 
kurangnya kesadaran atau pemahaman, yang ke 3 
menganggap administrasi yang sulit 

Desa Jeddih Bangkalan 
 Untuk faktor yang menyebabkan mereka tidak memiliki 

kewarganegaraan khususnya untuk keturunan mereka karena 
sebelumnya pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat 
secara ilegal. faktor yang membuat mereka berangkat secara 
diam-diam atau ilegal yaitu faktor utamanya biaya yang mahal 
dan juga faktor ekonomi, dan gaji yang di peroleh rata rata lebih 
banyak yang berangkat secara illegal 

Pertanyaan : Apakah ada permasalahan atau kendala dalam 
mengurus kewarganegaraan? 



KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA 
 
 
 
 

 
40 

Jawaban:  
Desa Batu Putih Daya Sumenep 

Selama ini tidak ada hambatan, namun yang berangkat 
secara ilegal jika mereka atau keturunannya mengurus 
kewargaannya namun mereka masih berada di Negara tersebut 
itu tidak bisa, mereka mau pulang pun merasa sulit karena 
kesalah mereka yang berangkat secara ilegal 
 
Desa Blumbungan Pamekasan 

Di dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk 
mengurusnya mudah, kita hanya butuh paspor, jadi paspor yang 
menjadi acuan untuk pengurusan di dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil, baik itu untuk menerbitkan KK atau pun KTP 
 
Desa Pangilen Sampang 

Untuk mengurus kewarganegaraan meenurut saya 
gampang, mereka perlu melapor kedesa bahwa mereka tidak 
memiliki kewarganegaraan, semaksimal mungkin desa akan 
membantunya 
 
Desa Jeddih Bangkalan 

Tidak ada kendala, desa akan membantu jika warganya 
tidak memiliki kewarganegaraan asal ada laporan dari warga 
tersebut, jika tidak ada laporan makan desan tidak akan tahu. 
 
Pertanyaan : Bagaimana upaya Desa tersebut unuk 
memberitahukan mereka bahwa kependudukan sangatlah 
penting? 
 
Jawaban:  
Desa Batu Putih Daya Sumenep 

Memberi arahan dan melakukan sosialisasi yang mana desa 
perlu kerja sama dengan mahasiswa untuk menyadarkan 
masyarakat akan pentingnya kewarganegaraan dan dokumen 
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lengkap, membuat konten terkait pentingnya kewarga-
negaraan. 

Desa Blumbungan Pamekasan 
Masyarakat yang tidak memiliki kewarganegraan biasanya 

mau mengurus ketika mereka memiliki kepentingan, misal 
memperpanjang paspor, jika mekera tidak butuh mereka tidak 
akan mengurus, untuk menyadarkannya itu sulit karena 
kembali ke kesadaran terhadap mereka sendiri 

Desa Pangilen Sampang 
Melakukan sosialisasi, dan administrasi di permudah, dari 

desa berupaya agar warganya sadar pentingnya kewarga-
negaraan dan dari desa terus memberikan pemahanan ter-
hadap warganya 

Desa Jeddih Bangkalan 
Harus ada kesadaran dari warganya desa hanya memberi 

arahan jika wargamya sadar akan peraturan maka dari desa 
sendiri akan mudah mengurus warganya yang tidak memiliki 
kependudukan atau mereka yang mberangkat secara legal 

Pertanyaan : Apakah pernah melakukan sosialisasi terkait 
pentingnya kependudukan terhadap warga desa tersebut? 

Jawaban:  
Desa Batu Putih Daya Sumenep 

Selama ini belum pernah melakukan sosialisasi 

Desa Blumbungan Pamekasan 
Di desa Blmbungan sendiri belum pernah melakukan 

sosialisasi termasuk dari dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil belum pernah sosialisasi 
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Desa Pangilen Sampang 
Belum pernah melakukan sosialisasi 

Desa Jeddih Bangkalan 
Dari desa sendiri belum pernah melakukan sosialisasi, 

namun itu hak masing masing setiap warga, karena desa sendiri 
jika mengadakan sosialisasi kemungkinan besar tidak akan 
ditanggapi oleh warganya 

Pertanyaan : Bagaimana solusi untuk mereka pekerja migran 
Indonesia yang tidak memiliki kependudukan?’ 

Jawaban:  
Desa Batu Putih Daya Sumenep 

Yang peretama mereka harus sadar bahwa bahwa 
kewarganegaran itu sangat penting, setelah itu mereka harus 
mendaftarkan kependudukan tersebut di Discapil 

Desa Blumbungan Pamekasan 
Mereka harus ada kepentingan, dari kedutaan harus 

mengawasi dan diadakan pemeriksaan sehinggan mereka  bisa 
mengurus kependudukan di Inodnesia Khususnya Desa 
Blumbunggan, sehinggan pentingnya kerjasama dengan 
kedutaan di Malaysia 

Desa Pangilen Sampang 
Kembali kesetiap Individu desa hanya memberkan arahan 

jika masyarakat tidak sadar akan kewarganegaraan desa sulit 
untuk memberikan arahan kepada warganya 

Desa Jeddih Bangkalan 
Harus ada kesadaran dari warganya bahwa kewarganegaraa 

itu penting  
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2.2.1.  Hasil  Wawancara dengan Dinas  Ketenagakerjaan di  4 
(Empat) Kabupaten 

Pertanyaan : Apakah pernah mengidentifikasi Pekerja Migran 
Indonesia atau keluarganya menjadi statelessness? 
 
Jawaban : 
 Setelah melakukan wawancara dengan Dinas Ketenaga-

kerjaan dari 4 (empat) Kabupaten (Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan, Sumenep) tidak pernah mengidentifikasi 
terkait kewarganegaraan. 

 Dari Dinas Ketenagakerjaan sampang menjelaskan bahwa 
tenaga kerjaan hanya menangani masalah ketenaga-
kerjaannya saja, jadi hanya menangani pekerja yang mau di 
Malaysia seperti penempatannya, Pekerja Migran Indonesia 
yang illegal di ketenagakerjaan pernah menangani, jadi jika 
ada pekerja migran indonesia yang ilegal, dinas ketenaga-
kerjaan Sampang hanya memfasilitasi kepulangannya saja, 
ketenagakerjaan nanti mendapatkan pemberitahuan ada 
kepulangan tenagakerjan yang illegal, proses pemulang-
annya ini biasanya ketenagakerjaan sampang dilibatkan jadi 
pihak ketenagakerjaan mengetahuinya jika sudah ditang-
kap,lalu pulang nantinya dari pihak ketenagakerjan 
sampang mendapatkan surat. 

 
Pertanyaan : Apakah diketahui jumlah dan lokasi dari PMI dan 
atau keluarganya yang statelessness tersebut? 
 
Jawaban: 
 Karena Dinas Ketenagakerjaan dari 4  (empat) Kabupaten 

(Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) tidak pernah 
menangani terkait statelessness maka untuk jumlah nya 
tidak diketahui. 
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 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep
Karna PMI tersebut Ilegal jadi Kami tidak memiliki datanya
kecuali data PMI yang resmi

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan
Tidak memiliki data karena mereka berangkat itu
menggunakan kosongan dan tidak mendaftar pada dinas
ketenagakerjaan

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang
Tidak diketahui karena yang tidak memiliki kewarga-
negaraan adalah keturunan Indonesia yang bekerja secara
illegal sehingga tidak terdata.

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan
Tidak karena biasanya yang tidak memiliki kewarga-
negaraan adalah PMI illegal yang tidak keturunannya belum
di daftarkan di Dispendukcapil.

Pertanyaan : Faktor apa yang menjadi penyebab PMI atau 
Keluarganya tidak memiliki kewarganegaraan? 

Jawaban : 
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep

Faktor tersebut diantaranya adanya pernikahan antara
pekerja migran Indonesia dengan seseorang yang berbeda
kewarganegaraan sehingga anak yang lahir tidak diakui
kewarganegaraannya.

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan
Pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia
dengan warga negara lain, selain itu faktor ekonomi juga
bisa menyebabkan PMI atau keluarganya menjadi stateless

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang
PMI Itu ada 2 (dua) tipe yaitu prosedural dan non prosedural,
apabila ada tenaga kerja dari indonesia yang di Malasyia
menikah apabila kedua orang tuanya sama berasal dari
Indonesia tapi lahirnya di Malaysia masih bisa statusnya
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masih bisa diakui di Indonesia, yang penting ketika kembali 
ke Indonesia dicatatkan seperti pernikahannya sehingga 
anak tersebut dapat memiliki kartu keluarga, namun yang 
sulit jika salah satunya bukan Negara indonesia. Indonesia 
menganut mayoritas menganut agama Islam. Ius sanguinis 
dan ius soli yang berdasarkan hukum atau berdasarkan 
keturunan, jika yang laki-laki orang indonesia namun yang 
perempuan bukan orang indonesia masih bisa di daftarkan 
atau dicatatkan surat-suratnya,pernikahannya dan anaknya 
di catatkan. 

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan.
Biasanya karena pekerja migran tersebut menikah di
Malaysia dan belum didaftarkan kewarganegaraannya oleh
orang tuanya sehingga ini adalah kesalahan orang tuanya.
Kemudian yang kedua, orang tersebut tidak memiliki bukti
bahwa anak tersebut merupakan anaknya, karena pekerja
migran tersebut menikah di Malaysia dan pernikahannya
tidak didaftarkan.

Pertanyaan : Apakah ada permasalahan atau kendala kebijakan 
dalam masalah pengurusan kewarganegaraan pada pekerja 
migran Indonesia? 

Jawaban: 
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep

Permasalahannya terletak pada persyaratan tiap negara
yang membedakan untuk menjadi warga negara pada
negara tersebut.

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan
Hambatan yaitu orang tersebut tidak mendaftarnya atau
orang tersebut berangkat secara illegal.

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang
Hambatannya karena  PMI tersebut tidak segera mendaf-
tarkan kewarganegaraan sehingga terjadilah statelessness
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 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan 
Kendadalnya mungkin berada pada pekerja migrannya 
yang berangkat secara non prosedural dan ketika Kembali 
ke Indonesia tidak segera di daftarkan kewarganegarannya. 
 

Pertanyaan : Mengingat pentingnya keberadaan PMI sebagai 
tulang punggung perekonomian keluarga, pahlawan devisa 
negara, maka adakah upaya pemerintah untuk mrnginfokan 
pentingnya status kewarganegaraan bagi PMI dan keluarganya? 
 
Jawaban:  
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep  

Setiap pekerja akan diberikan pemahaman tentang 
pentingnya menjaga nama baik daerah maupun keluarga-
nya termasuk menghindari permasalahan yang ditimbul-
kan. Adanay pernikahan antar negara tanpa dokumen yang 
sah sehingga anak yang dilahirkan tidak memiliki kewarga-
negaraan. 

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan 
Mengingat pentingnya kewarganegaraan serta dokumen-
dokumen, dari ketenagakerjaan pernah melakukan sosiali-
sasi, namun di tahun ini sosialisasi tersebut tidak pernah 
dilakukan kembali 

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang 
Upayanya dengan memberi sosialisasi dan edukasi kepada 
Masyarakat tentang pentingnya berkerja secara legal dan 
melalui jalur prosedural 

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan 
Upaya menginfokan pentingnya status kewarganegaraan 
melalui sosialisasi agar perja migran berangkat melalui jalur 
resmi agar mendapat perlindungan dan mencega hal-hal 
yang tidak diinginkan. 
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Pertanyaan : Pernahkan dilakukan sosialisasi atau Tindakan 
peningkatan sadar hak kewarganegaraan? 

Jawaban: 
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep

Sosialisasi dilakukan tidak hanya untuk permasalahan
kewarganegaraan tetapi secara umum bagaimana menjadi
pekerja migran Indonesia legal atau prosedural sehingga
tidak bermasalah di negara penempatan.

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan
Belum pernah melakukan sosialisasi terkait pekerja migran
indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan namun
untuk pekerja migran yang akan bekerja dulu pernah
melakukan sosialisasi namu sekarang tidak pernah.

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang
Belum pernah melakukan sosialisasi terkait kewarga-
negaraan, karena terkait kewaarganegaraan itu wewenang
dari dispendukcapil.

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan
Dinas ketenagakerjaan sering melakukan sosialisasi di
setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Bangkalan
terkait Pekerja Migran Indonesia dan juga menyampaikan
melalui media sosial terkait peraturan prosedural.

Pertanyaan : Bagaimana solusi bagi PMI dan keluarganya yang 
tidak memiliki kewarganegaraan? 

Jawaban: 
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep

Itu merupakan kewenangan dari Kemenlu
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan

Mendaftarkan dan membawa dokumen yang sah bawah,
jika terdapat kewarganegaraan nya makan mereka akan
mendapatkan hak-haknya seperti perlindungannya
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 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang
Mendaftarkannya ke dispendukcapil

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan
Segera mendaftarkan kewarganegaran ke Dispendukcpil
dengan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Pertanyaan : Apakah ada bagian khusus dalam Kemenlu yang 
menangani masalah statelessness tersebut? 

Jawaban: 
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep

Biasanya ada karena berhubungan dengan warga negara
Indonesia yang berada di luar negeri

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan
Ada setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh
kewaganegaraan. Serta mendapatkan perlindungan

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang : Ada
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan

Pasti ada karena ini merupakan hak setiap warga negara
untuk memperoleh kewaganegaraan.

Pertanyaan : Apakah di perlukan kerja sama dengan dan 
kesediaan Lembaga lain untuk bersama sama kemenlu 
berpartisipasi menganulir stateless? 

Jawaban: 
 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep

Sangat di perlukan karena Masyarakat hak setiap warga
negara

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan
Sangat diperlukan karena terkait kewarganegaraan itu
sangat penting
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 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang 
Sangat perlu karena setiap warga Negara perlu memiliki 
identitas atau kewarganegaraan 

 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan 
Sangat diperlukan karena ini adalah hak semua orang untuk 
mendapatkan kewarganegaraan. 
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BAB III 
PENUTUP 

Penanganan dan penyelesaian masalah terkait kewarga-
negaraan harus dipilah berdasarkan peruntukannya, antara lain :  
 Bagi PMI prosedural : kelengkapan dokumen yang dimiliki

bisa digunakan untuk mengakses semua kebutuhan di
Malaysia sehingga tidak ada masalah dengan dokumen
kewarganegaraan. Jika pun terjadi ganti kewarga-negaraan
tentu karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa paksaan.

 Bagi PMI non prosedural : tidak memiliki dokumen, ada 2
(dua) kemungkinan : jika PMI tidak memalsukan dan
mengurus identitas/data diri saat berada di Malaysia, maka
dia hanya bisa hidup secara sembunyi-sembunyi dan bisa
kehilangan hak-hak hidup layak karena tidak berhak atas
layanan kesehatan, layanan pendidikan untuk keluarganya.
Bahkan, PMI yang sudah lama beranak cucu di Malaysia dan
tidak memperbaharui data diri di Indonesia, banyak yang
sampai hilang kewarganegaraannya.
Namun ada juga PMI yang mengurus dan memalsukan

identitas/data dirinya untuk mengakses kesehatan (misal, saat 
istrinya melahirkan) sekolah putra-putrinya sehingga PMI dan 
keluarganya tersebut memiliki identitas baru sebagai warga 
Malaysia. Disinilah terbanyak kemungkinan para PMI dan 
keluarganya banyak yang berstatus kewarga-negaraan ganda. 
Warga negara Indonesia (masih ada KTP nya) dan juga sebagai 
warga negara Malaysia. 

Fenomena ini diketahui pihak KBRI dari informasi para PMI 
yang masih kontak ke KBRI, namun untuk diberi bantuan secara 
nyata juga sangat sulit karena seringkali PMI yang bersangkutan 
sama sekali tidak ada identitas (termasuk KTP Indonesia nya 
yang tidak jelas keberadaannya) 
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